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PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 240 TAHUN 2013

TENTANG

HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

bahwa berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi serta
persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Garut Nomor 800/64-DPRD tanggal 20 Februari
2001 perihal Nota Pimpinan DPRD yang Menyetujui Rencana
Pemberlakuan S (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah menetapkan
Keputusan Bupati Garut Nomor 061.2/Kep.92-BKD/2003
tentang Penetapan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Garut;

bahwa sehubungan perlu adanya penyesuaian kembali
terhadap pelaksanaan hari kerja di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
maka perlu adanya pengaturan kembali mengenai hari dan
jam kerja yang diberlakukan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Garut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Garut tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Garut.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3839)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja
di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun
2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor
22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun
2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor
7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun
2012 Nomor 7);
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Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga
Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun
2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga
Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten
Garut Tahun 2008 Nomor 41) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun
2008 Nomor 42);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun
2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor
5 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten
Garut Tahun 2012 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan
Penanggulangan Bencana  Daerah  Kabupaten  Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG HARI DAN JAM KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Hari Kerja adalah hari yang digunakan pegawai di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Garut untuk bekerja.
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Jam Kerja adalah jam efektif yang digunakan pegawai di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Garut untuk bekerja.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah,
kecamatan, dan kelurahan.

Satuan  Pendidikan adalah  kelompok layanan  pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan jalur formal dan non formal pada setiap jenjang
dan jenis pendidikan.

Unit Pelayanan Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya
disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Garut.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang
kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

BAB II
HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 2

Hari kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut ditetapkan 5 (lima) hari
kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.

Jumlah jam kerja efektif dalam S (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah 37,5 jam, dan ditetapkan sebagai berikut:

a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 07.30 - 16.00 WIB dengan

ketentuan:

1. apel pagi : pukul 07.30 WIB

2. istirahat : pukul 12.00 - 13.00 WIB

3. apel sore : pukul 16.00 WIB

b. hari Jumat, pukul 07.30 - 16.30 WIB dengan ketentuan:

1. apel pagi : pukul 07.30 WIB

2. istirahat : pukul 11.30 - 13.00 WIB

3. apel sore : pukul 16.30 WIB

Pasal 3

Dikecualikan dari ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 adalah:

a. satuan pendidikan, yang meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar dan pendidikan menengah;

b. tenaga kesehatan pada UPTD Puskesmas; dan
c. tenaga kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih
lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD setelah mendapat persetujuan dari
Bupati.
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Pasal 4

Selain pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), SKPD yang
menerapkan 5 (lima) hari kerja dapat mengatur penugasan siaga tugas pada hari
Sabtu di lingkungan SKPD masing-masing.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Garut
Nomor 061.2/Kep.92-BKD/2003 tentang Penetapan Hari dan Jam Kerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 2 - 5 - 2013

BUPATI GARUT,
ttd

AGUS HAMDANI GS

Diundangkan di Garut
pada tanggal 2 - 5 - 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,
ttd

H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590613 198503 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2013 NOMOR 9







